5.1.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1.

Eksistensi lembaga penjamin polis secara normatif, telah memberikan
kepastian hukum bahwa telah ada pengaturan terhadap lembaga
penjamin polis. Dengan hadirnya Undang-Undang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan, kepastian hukum secara normatif
mengenai lembaga penjamin polis telah diwujudkan. Perwujudan
tersebut dicantumkan pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu “Berdasarkan
Undang-Undang ini diselenggarakan program penjaminan polis.”.
Perlindungan penjamin polis semakin kuat karena dijamin oleh
lembaga penjamin polis yang dilaksanakan oleh lembaga penjamin
simpanan. Program Penjaminan Polis didasari oleh Pasal 80 ayat (1)
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
menyatakan bahwa “Setiap perusahaan asuransi dan perusahaan
asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.”.
Pada Pasal tersebut, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk
mengikuti program penjaminan polis. Program Penjaminan Polis
dilaksanakan melalui Lembaga Penjamin Simpanan dengan
melakukan pemeriksaan terhadap data polis, hal tersebut disebutkan
pada Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Pengmbangan dan Penguatan
Sektor Keuangan.

Tujuan dibentuknya Program Penjamin Polis adalah menjamin
pemegang polis yang dilaksanakan atas polis asuransi yang masih
aktif atau belum berakhir dan klaim polis asuransi dari perusahaan

asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya.
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Pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, tidak hanya membahas keberadaan program penjamin
polis, tetapi membahas perlindungan hukum bagi pengguna polis
setelah diundangkannya Undang-Undang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan.

. Perlindungan hukum bagi pengguna polis diatur pada bagian keempat
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
tentang Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis. Program
Penjaminan Polis oleh Lembaga Penjamin Simpanan memiliki
batasan atau ruang lingkup dan mekanisme penjaminan. Hal tersebut
diatur pada Pasal 83 ayat (1) yaitu “Program penjamin polis hanya
menjamin unsur proteksi dari produk asuransi pada lini usaha
tertentu.”. Lini usaha tertentu yang dimaksud adalah penjamin polis
tidak menjamin produk asuransi yang memiliki unsur investasi.
Dalam melaksanakan program penjaminan polis, batas maksimal
penjaminan diperlukan dengan memperhatikan keberlanjutan
program penjaminan polis dan cakupan program penjaminan polis.
Apabila pemegang polis yang memiliki unsur investasi meminta
perlindungan hukum, maka penyelesaian tersebut diselesaikan oleh
perusahaan asuransi yang tidak menjadi peserta penjamin polis,
dengan melakukan penjaminan hak pemegang polis melalui dana
jaminan.

Pasal 86 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan mengatakan bahwa “Program penjaminan polis
diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan”. Dengan
demikian, Lembaga Penjamin Simpanan menjadi pelaksana Program
Penjamin Polis. Untuk menjamin penjaminan polis harus ditentukan
ruang lingkup dan mekanisme penjaminan tersebut. Tujuan
dibentuknya lini usaha tertentu yang dijaminkan oleh program
penjaminan polis bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat

dan efisiensi. Dengan memfokuskan program penjamin polis pada lini
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5.2.

usaha tertentu, perusahaan asuransi menjamin kebutuhan masyarakat
yang lebih diperlukan. Program penjaminan polis tidak menjamin
unsur investasi yang melekat pada produk asuransi, sehingga lini
usaha yang tepat untuk dijaminkan adalah asuransi sosial yang
mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari

tua,dll.

Saran

Lembaga Penjamin Simpanan, memiliki peran yang sangat
penting dalam sektor keuangan, eksistensi lembaga penjamin simpanan
pada sektor perbankan memberikan dampak positif bagi sektor keuangan
di Indonesia. Dengan adanya mandat baru Lembaga Penjamin Simpanan
di sektor asuransi untuk menjamin pemegang polis, prosedur yang dapat
dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai upaya penguatan
sektor perasuransian di Indonesia adalah menentukan lini usaha atau
produk asuransi yang akan dijaminkan setelah itu melakukan penerapan
prosedur di sektor perbankan yang diterapkan di sektor asuransi. Sistemasi
atau skema yang dilakukan adalah melakukan proses pencocokan data
pemegang polis dengan premi yang dimiliki dan perusahaan asuransi dan
pengawasan melalui pengujian dokumen keuangan. Setelah itu, dilakukan
pembayaran klaim dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
pembentukan batas maksimal penjaminan program penjamin polis
diperlukan dengan memperhatikan keberlanjutan program penjaminan

polis dan cakupan program penjaminan polis.
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